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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 2462/KPTA.W3-A/OT1.6/X/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA LAINNYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

[bookmark: _Hlk191475855]Menimbang	:	a.	bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
1. [bookmark: _Hlk191475915]bahwa untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang selain Indikator Kinerja Utama perlu menyusun Indikator kinerja Utama (IKU) Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Padang; 
1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Padang

Mengingat   :	1.	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;  
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Dengan mencabut keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor: 3834.a/KPTA.W3-A/OT1.6/VIII/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Tinggi Agama Padang.


Memperhatikan:	Hasil Rapat Penyusunan Reviu IKU dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 tanggal 23 September 2025 tentang pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Padang.
 

M E M U T U S K A N

[bookmark: _Hlk187393604]Menetapkan     :	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LAINNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;
KESATU           : 	Indikator Kinerja Utama Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran  keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
KEDUA         	  :	Bahwa Reviu Indikator Kinerja Utama Lainnya ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Padang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
KETIGA	     :	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 14 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,





Nur Khazim
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